
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

NOMOR  3 TAHUN 2007 
 

TENTANG 
 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Pemerintah yang amanah, maka 
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efektif, 
efisien, akuntabel, transparan dengan memperhatikan azas 
keadilan, kepatuhan dan taat pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pengeloaan 
Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 
194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Mengingat  : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048 ); 



  
  
  
  

 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 
tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 
tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437); 

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 



  
  
  
  

 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66  Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139); 

14. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia ahun 2005  Nomor 4416); 

15. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 4540); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia ahun 2005  Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 4659); 

22. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  



  
  
  
  

23. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
dan  

 
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK – POKOK 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah; 

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga 
perwakilan rakyat daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah; 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;  

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Kepada 
Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut; 

 



  
  
  
  
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD; 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam yang selanjutnya disebut APBD, 
adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;  

12. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran 
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut 
dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan 
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun 
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju; 

13. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan 
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran 
tahun berikutnya; 

14. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih; 

15. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih; 

16. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang 
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 
peraturan perundangan; 

17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 

18.  Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/ atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutn 
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya; 

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih 
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran; 

20.    Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di 
alokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 

21.   Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi; 

 


